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PUTUSAN
Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Pyk
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara antara:

SYAIFUL bin BURHANIS, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

Pekerjaan jualan makanan tempat tinggal di RT.004
RW. 001 No. 04 Kelurahan Tanjung Pauh,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,
sebagai Pemohon;
melawan
EVA ROSE DASWARA binti BAHARI, umur 44 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di Desa Bancah, Nagari Koto
Parik Gadang Di Ateh, Kecamatan Sungai Pagu,
Kabupaten Solok Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 09
Mei 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama
Payakumbuh Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 09 Mei 2016
mengajukan hal-halnya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah
pada tanggal 25 Juni 1996 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
0135/004/V11/1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 18 Januari 2016;
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2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga
di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tanjaung Pauh, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh lebih kurang 1 minggu lamanya,
kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal,
terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Bancah, Nagari Koto
Parik Gadang Di Ateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan
sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-
masing bernama:
3.1.Yolanda bin Syaiful, umur 17 tahun;
3.2.Yelinda binti Syaiful, umur 13 tahun;
3.3.Azza Muhammad Roce bin Syaiful, umur 10 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2005 mulai tidak rukun atau
goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang mana
laki-laki tersebut sering berganti-ganti, Pemohon mengetahuniya dari
tingkah laku Termohon sehari-hari yang sering menelpon laki-laki lain
secara diam-diam dari Pemohon, setiap kali Pemohon bertanya, pertama-
tama Termohon tidak mengakui, namun akhirnya mengakuinya;

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohin agar
merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapinya,
bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal
lebih kurang 2 tahun lamanya kemudian rukun kembali;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2014, antara Pemohon
dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki lain, sehingga terjadi
pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya;
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7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di Kelurahan
Tanjaung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan
Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bancah, Nagari Koto
Parik Gadang Di Ateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;

8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada nafkah untuk anak ada memberi
nafkah untuk anak;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain
untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon
namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan
datang;

11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan
oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon
kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis
hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna
memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan
putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap
sendiri ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
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yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai denganTermohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
Termohon juga tidak mengajukan eksepsi, selanjutnya dimulai pemeriksaan
dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/004/V11/1996 tanggal
18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh telah bermaterai cukup
dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
Bukti Saksi
1. Indra Gunawan bin Abu Bakar, umur 46 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di RT.004 RW. 001
No. 04 Kelurahan Tanjaung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota
Payakumbuh, saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak saksi menikah
dengan adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah

tangga di Muaro Labuh sampai berpisabh;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
rukun, akan tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi,
antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-
laki lain ;

- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. Sovia binti Sartoni;, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.03 RW. 02 Kelurahan
Koto Tuo, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, saksi
adalah Saudara sepupu Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
--------- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan
Pemohon;

--Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 1996;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di Muaro Labubh;

------ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun,
akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi, antara
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

-Bahwa menurut keterangan Pemohon penyebabnya karena Termohon
berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon telah
menikah dengan laki-laki tersebut;

---Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut
di atas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan
Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan oleh karena Termohon tidak megajukan eksepsi maka
Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara
tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka
secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus wakil/lkuasanya yang sah serta tidak pula
ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan
tersebut harus diperiksa secara vertek dan oleh karena itu putusan atas perkara
ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi
dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon
dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2005, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak
bulan Mei 2014 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah
mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta
otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata
telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh
karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa
Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah
sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pemohon telah mengajukan saksi
bernama Indra Gunawan bin Abu Bakar dan Sovia binti Sartoni;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas,
majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan
dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang
secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi
tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan
yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (link and match), saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (mutual conformity) dan tidak
saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi
sejak sekitar 2 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 — 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila
dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta
yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada

25 Juni 1996;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tingal;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki
lain bakan telah menikah dengan laki-laki lain tersebut;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat
diperbaiki lagi (marriage break down) dan sudah sangat sulit untuk merukukan
Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan
rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa
sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian
adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya
terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang
kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu
akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal
menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan
tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:
dlas]l cd> Gle pado dwlaodl 50
Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar

hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian

harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak tinggal serumah lagi

Hlm 8 dari 11 him Putusan No 260/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2 tahun lamanya, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis
berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah
berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan
maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut
dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118
dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam
Algur’an surat al-Bagarah ayat 227 yang berbunyi:
edde grow alll 98 EMall Is0 ¢ 0lg

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk
berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan
Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan
dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan
salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekutan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh
Barat, Kota Payakumbuh dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan yang merupakan tempat

perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon
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sekarang untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk
itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (SYAIFUL bin BURHANIS) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (EVA ROSE DASWARA
binti BAHARI) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbubh;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan KUA
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan untuk didaftar dalam
daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 381000 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 M bertepatan dengan
tanggal 14 Syawal 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua
Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
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untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ARIDLIN, SH Dra. Hj. FIRDAWATI
Hakim Anggota

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI
Panitera Pengganti

MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses . Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp 290.000,-
Redaksi : Rp  5.000,-
. Materai : Rp__ 6.000,-
Jumlah : Rp 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

I
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